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ABSTRAK
ABSTRACT
Studi ini bertujuan untuk menguji pengaruh PDRB, UMK, Inflasi, dan Investasi terhadap Pengangguran 
Terbuka di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur. Populasi penelitian terdiri atas 29 Kabupaten dan 9 Kota, 
menggunakan data sekunder selama kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 yang bersumber dari 
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa 
Timur, dan Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur. Analisis data menggunakan regresi data panel 
dengan paket program Eviews 7.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan PDRB, UMK, Inflasi, dan Investasi, berpengaruh 
signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011. 
Sementara secara parsial, PDRB dan UMK berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka 
di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011. Sedangkan Inflasi dan Investasi tidak berpengaruh 
terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011.
Tingkat Pengangguran Terbuka, PDRB, UMK, Inflasi, Investasi, Metode Panel
This study is aiming to test the influence of the Gross Regional Domestic Product, Regency/City Minimum 
Wage, Inflation and Investment towards the Opened Unemployment in regency/city of East Java Province. The 
population of the research is comprised of 29 Regencies, and 9 Cities, applying the secondary data for 2007 to 
2011 period, originating from the Statistic Center Board (BPS) of East Java Province, and Regency/City, 
Employment Service of East Java Province, and Capital Investment Board of East Java Province. Data 
analysis applies panel data regression of Eviews 7 program package.
The result of this research presents that the Gross Regional Domestic Product, Regency/City Minimum Wage, 
Inflation and Investment simultaneously have significant influence to the Opened Unemployment Rate in 
regency/city of East Java Province in 2007-2011. While, the Gross Regional Domestic Product and 
Regency/City Minimum Wage partially have significant influence to the Opened Unemployment Rate in 
regency/city of East Java Province in 2007-2011. And no influence of Inflation and Investment to the Opened 
Unemployment Rate in regency/city of East Java Province in  2007-2011.       
Open Unemployment Rate, Gross Regional Domestic Product, Regency/City Minimum Wage, 




Salah satu permasalahan utama dalam pembangunan 
ekonomi negara-negara berkembang yaitu 
pengangguran merupakan masalah yang rumit dan 
lebih serius dari pada masalah perubahan dalam 
distribusi pendapatan. Kondisi pembangunan 
ekonomi negara-negara berkembang dalam beberapa 
dasawarsa ini tidak sanggup menyediakan kesem-
patan kerja yang lebih banyak dari pada pertambahan 
penduduk, sehingga masalah pengangguran dari 
tahun ke tahun semakin serius. Apabila hal tersebut 
tidak segera diatasi dan dicari jalan keluarnya, maka 
dapat menimbulkan kerawanan sosial dan berpotensi 
menambah tingkat kemiskinan. (Siswosoemarto, 
2012:460-461).
Kompleksitas permasalahan pengangguran ini 
memang perlu untuk dibahas dan merupakan isu 
penting, karena dapat dikaitkan dengan beberapa 
indikator-indikator. Indikator-indikator ekonomi 
yang mempengaruhi tingkat pengangguran antara 
lain pertumbuhan ekonomi negara bersangkutan, 
tingkat inflasi, serta besaran upah yang berlaku. 
Apabila di suatu negara pertumbuhan ekonominya 
mengalami kenaikan, diharapkan akan berpengaruh 
pada penurunan jumlah pengangguran, hal ini diikuti 
dengan tingkat upah. Jika tingkat upah naik akan 
berpengaruh pada penurunan jumlah pengangguran 
pula. Sedangkan tingkat inflasi yang tinggi akan 
berpengaruh pada kenaikan jumlah pengangguran 
(Sukirno, 2008: 53).
Perkembangan jumlah angkatan kerja, penduduk 
bekerja dan pengangguran terbuka di Indonesia 
tahun 2007- 2011 dapat dilihat pada Tabel 1 :
Tabel 1. Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja, 
Penduduk Bekerja dan Pengangguran di 
Indonesia Tahun 2007 – 2011
Tabel 2. Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja, 
Penduduk Bekerja dan Pengangguran di 
Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 – 2011
Masalah pengangguran juga menjadi salah satu 
permasalahan utama di dalam pembangunan ekonomi 
di provinsi Jawa Timur, di mana tingkat pengangguran 
terbukanya masih tinggi. Perkembangan jumlah 
angkatan kerja, penduduk bekerja dan pengangguran 
terbuka di provinsi Jawa Timur tahun 2007- 2011, 
dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut :
Penurunan jumlah pengangguran tersebut terlihat 
masih belum signifikan, dan angka pengangguran 
yang masih tinggi ini tetap menjadi beban dan salah 
satu masalah utama dalam pembangunan ekonomi di 
masing-masing kabupaten/kota provinsi Jawa Timur. 
Untuk mengatasi hal itu perlu dilakukan penanganan 
secara intensif dari pemerintah daerah melalui 
berbagai upaya sistematis yang dirumuskan dalam 
strategi pembangunan provinsi Jawa Timur ke depan. 
Salah satu indikator ekonomi yang berpengaruh 
terhadap tingkat kesejahteraan penduduk termasuk 
pengangguran yaitu pertumbuhan ekonomi yang 
merupakan peningkatan GDP. GDP itu sendiri adalah 
produk nasional yang diwujudkan oleh faktor-faktor 
produksi di dalam negeri (milik warga negara dan 
orang asing) dalam sesuatu negara (Sukirno, 1994). 
Pertumbuhan ekonomi melalui GDP yang meningkat, 
diharapkan dapat menyerap tenaga kerja di negara 
tersebut, karena dengan kenaikan pendapatan 
nasional melalui GDP kemungkinan dapat mening-
katkan kapasitas produksi. Hal ini mengindikasikan 
bahwa penurunan GDP suatu negara dapat dikaitkan 
dengan tingginya jumlah pengangguran di suatu 
negara (Mankiw, 2000: 67).
Sementara untuk suatu wilayah, GDP tersebut 
dicerminkan dalam tingkat PDRB yang merupakan 
nilai bersih barang dan jasa akhir yang dihasilkan 
oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah 
dalam suatu periode. Dalam realitanya, PDRB 
mempunyai pengaruh terhadap jumlah angkatan 
kerja yang bekerja dengan asumsi apabila nilai PDRB 
meningkat, maka jumlah nilai tambah output dalam 
seluruh unit ekonomi disuatu wilayah akan 
meningkat. Peningkatan output tersebut akan 
meningkatkan penyerapan tenaga kerja. PDRB 
provinsi Jawa Timur memberikan gambaran kinerja 
pembangunan ekonomi sehingga arah perekonomian 
daerah akan lebih jelas. PDRB atas dasar harga 
konstan tahun 2000 digunakan untuk menunjukkan 
laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dari 
tahun ke tahun (BPS Jatim, 2012).
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Disamping PDRB, tingkat upah merupakan hal yang 
mendasar dalam ketenagakerjaan dan mempengaruhi 
perekonomian provinsi Jawa Timur, dimana kenaikan 
tingkat upah akan diikuti oleh turunnya tenaga kerja 
yang diminta, yang berarti akan menyebabkan 
bertambahnya pengangguran. Demikian pula 
sebaliknya dengan turunnya tingkat upah maka akan 
diikuti oleh meningkatnya penyerapan tenaga kerja, 
sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah tenaga kerja 
yang terserap mempunyai hubungan timbal balik 
dengan tingkat upah. Upah mempunyai pengaruh 
terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja. Jika 
semakin tinggi tingkat upah yang ditetapkan, maka 
berpengaruh pada meningkatnya biaya produksi, 
akibatnya untuk melakukan efisiensi, perusahaan 
terpaksa melakukan pengurangan tenaga kerja, yang 
berakibat pada tingginya pengangguran. Menurut 
Mankiw (2000), upah merupakan salah satu faktor 
yang mempengaruhi tingkat pengangguran dan 
merupakan kompensasi yang diterima oleh satu unit 
tenaga kerja yang berupa jumlah uang yang 
dibayarkan kepadanya.
Peningkatan biaya kebutuhan hidup dari tahun ke 
tahun tidak terlepas dari perkembangan tingkat 
inflasi, yaitu dimana keadaan yang menunjukkan 
kenaikan tingkat harga umum yang berlangsung 
secara terus menerus. Semua negara di dunia selalu 
menghadapi permasalahan inflasi ini. Oleh karena itu, 
tingkat inflasi yang terjadi dalam suatu negara 
merupakan salah satu ukuran untuk mengukur baik 
buruknya masalah ekonomi yang dihadapi suatu 
negara sehingga pemerintah harus menjalankan 
kebijakan yang tepat guna menjaga dan mengawasi 
laju inflasi. Tingkat inflasi yang berkisar antara 2 
sampai 4 persen dikatakan tingkat inflasi yang rendah. 
Selanjutnya tingkat inflasi yang berkisar antara 7 
sampai 10 persen dikatakan inflasi yang tinggi. 
Namun demikian ada negara yang menghadapi 
tingkat inflasi yang lebih serius atau sangat tinggi, 
misalnya Indonesia pada tahun 1966 dengan tingkat 
inflasi 650 persen. Inflasi yang sangat tinggi tersebut 
disebut hiper inflasi ( ). (Amir, 2007).
Berdasarkan hasil penelitian Dinarno, John and Mark. 
P. Moore (1999), menunjukkan adanya hubungan 
positif antara tingkat inflasi melalui GDP deflator 
dengan tingkat pengangguran yang terjadi di Belgia, 
Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Belanda, 
Inggris dan Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan, 
semakin tinggi tingkat inflasi yang terjadi di negara-
negara tersebut, akan mengakibatkan pengangguran 
yang tinggi pula. Sedangkan penelitian yang di 
lakukan Amir (2007) menunjukkan bahwa tidak ada 
pengaruh yang nyata antara inflasi dan tingkat 
pengangguran di Indonesia periode 1980-2005.
Selain inflasi, investasi juga mempunyai pengaruh 
terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan 
asumsi apabila nilai investasi meningkat, maka 
jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir dalam 
seluruh unit ekonomi di suatu wilayah akan 
meningkat. Barang dan jasa akhir yang jumlahnya 
meningkat tersebut akan menyebabkan terjadinya 
peningkatan terhadap jumlah tenaga kerja yang 
diminta.
Berdasarkan data dari UNCTAD (2004) tiga besar 
daerah tujuan investasi dunia adalah negara Asia yaitu 
RRC, Thailand dan India. Hal ini dikarenakan negara-
negara Asia (Tenggara) merupakan potensi pasar yang 
besar bagi produk-produk mereka. Greenaway, 
Morgan dan Wright (2002) menemukan adanya 
dampak positif investasi asing di negara berkembang, 
yaitu pertumbuhan ekonomi negara-negara tujuan 
investasi menjadi lebih tinggi dibandingkan 
sebelumnya. Selain itu, investasi asing (langsung) 
juga membuka lapangan kerja baru bagi para 
penganggur di negara-negara berkembang. Hal 
tersebut diperkuat dengan hasil penelitian Baier dan 
Bergstrand (2001) bahwa liberalisasi perdagangan 
memberikan sumbangan besar terhadap peningkatan 
pertumbuhan ekonomi dunia. Sementara dalam hasil 
penelitian Roy (2004) terkait pola pengangguran dan 
industri di India, menemukan adanya atau jarak 
waktu antara pembukaan pabrik baru dan tambahan 
jumlah orang yang bekerja. Hal ini berarti penggunaan 
angka realisasi investasi langsung lebih bisa 
memprediksi pembukaan lapangan pekerjaan baru.
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, 
permasalahan-permasalahan seperti pengangguran, 
penyerapan tenaga kerja dan penciptaaan lapangan 
kerja harus mendapat perhatian yang menyeluruh 
dan terpadu, sebab salah satu hal yang penting dalam 
pembangunan ekonomi adalah mampu memberikan 
kesempatan kepada penduduk untuk berpartisipasi 
dalam kegiatan perekonomian/pasar kerja. Untuk 
melihat fenomena itu, penelitian ini ditujukan untuk 
menguji dan menganalisis pengaruh PDRB, UMK, 
Inflasi, dan Investasi secara simultan dan parsial 








Beberapa penelitian yang membahas mengenai masalah PDRB, UMK, Inflasi, Investasi, dan pengangguran 
dapat dilihat pada Tabel
Tabel 3. Beberapa Hasil Penelitian Terdahulu














Referensi Objek Penelitian/Metode Hasil
Landasan Teori
 a. Pengangguran
Model perekonomian dua sektor Lewis menitik-
beratkan pada proses pengalihan tenaga kerja dari 
sektor pertanian subsistem tradisional (yang ditandai 
oleh kelebihan penduduk dan produktivitas marjinal 
tenaga kerja sama dengan nol atau kondisi surplus 
tenaga kerja) ke sektor industri perkotaan modern 
(dengan tingkat produktivitas yang tinggi dan 
menjadi tempat penampungan tenaga kerja), 
pertumbuhan output dan peningkatan penyerapan 
tenaga kerja di sektor modern yang ditentukan oleh 
tingkat investasi. (Todaro, 2006:132-133).
Model Lewis belum menjelaskan tentang pertum-
buhan sektor pertanian, sehingga disempurnakan 
oleh Fei-Ranis dalam 
Fei -Ran i s  menganal i s i s  
pembangunan ekonomi dalam tiga tahap, yakni : 
tahap pertama, penganggur tersamar yang tidak 
menambah output pertanian dialihkan ke sektor 
industri dengan upah institusional yang sama. Tahap 
kedua, pekerja pertanian menambah output pertanian 
“A Theory of Economic 
Deve lopmen t” .  
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tetapi memproduksi lebih kecil dari pada upah 
institusional yang diperoleh, dan pekerja seperti ini 
juga dialihkan ke sektor industri. Jika pengalihan 
pekerja berlangsung terus menerus, maka akan 
dicapai suatu titik di mana pekerja pertanian 
menghasilkan output yang sama dengan upah 
institusional. Tahap ketiga merupakan akhir tahap 
tinggal landas dan awal pertumbuhan swasembada 
pada saat buruh pertanian menghasilkan lebih besar 
dari pada perolehan upah institusional. Pada tahap ini 
kelebihan buruh sudah terserap dan sektor pertanian 
menuju menjadi komersial (Jhingan, 2003: 217-218).
Sementara Keynes dalam menganalisis masalah-
masalah negara terbelakang, mendasarkan teori pada 
adanya pengangguran siklis yang terjadi selama 
depresi. Pengangguran ini disebabkan oleh menurun-
nya permintaan efektif. Pengangguran dapat diatasi 
dengan menaikkan tingkat permintaan efektif. 
(Jhingan, 2003: 135). Sedangkan Jhingan (2003:135) 
menyatakan bahwa sifat pengangguran yang disebab-
kan oleh depresi ekonomi pada negara terbelakang 
dan negara maju adalah berbeda. Dalam perekono-
mian di negara terbelakang yang sedang depresi, 
pengangguran yang muncul disebut pengangguran 
kronis. Pengangguran ini bukan disebabkan oleh 
kurangnya permintaan efektif tetapi sebagai akibat 
kurangnya sumber modal. Selain itu, di negara 
terbelakang juga dapat muncul pengangguran 
tersembunyi. Masalah pengangguran kronis dan 
tersembunyi ini dapat diatasi dengan pembangunan 
ekonomi.
b. Hubungan Pertumbuhan Output dan Pengangguran
Arthur Okun (1929-1979) membuat konsep output 
potensial dan menunjukkan hubungan antara output 
dan pengangguran. Pengangguran biasanya bergerak 
bersamaan dengan output pada siklus bisnis. 
Pergerakan bersama dari output dan pengangguran 
dikenal dengan nama Hukum Okun yang 
menjelaskan bahwa setiap penurunan 2 persen GDP 
yang berhubungan dengan GDP potensial, angka 
pengangguran meningkat sekitar 1 persen. Hukum 
Okun menjelaskan hubungan yang sangat penting 
antara pasar output dan pasar tenaga kerja, yang 
menggambarkan pergerakan jangka pendek pada 
GDP riil dan perubahan angka pengangguran. 
(Samuelson and Nordhaus, 2004: 365-366). 
Blanchard (2006:186-187) menjelaskan bahwa jika 
diasumsikan output dan tingkat pengangguran 
berubah secara bersama-sama, serta perubahan 
jumlah pekerja merefleksikan perubahan pada tingkat 
pengangguran.
c. Hubungan Upah dan Pengangguran
Hubungan besaran upah yang berpengaruh terhadap 
jumlah pengangguran dijelaskan oleh Kaufman dan 
Hotckiss (1999). Tenaga kerja yang menetapkan 
tingkat upah minimumnya pada tingkat upah tertentu, 
jika seluruh upah yang ditawarkan besarnya dibawah 
tingkat upah tersebut, seseorang akan menolak 
mendapatkan upah tersebut dan akibatnya menyebab-
kan pengangguran. Jika upah yang ditetapkan pada 
suatu daerah terlalu rendah, maka akan berakibat 
pada tingginya jumlah pengangguran yang terjadi 
pada daerah tersebut. Namun dari sisi pengusaha, jika 
upah meningkat dan biaya yang dikeluarkan cukup 
tinggi, maka akan mengurangi efisiensi pengeluaran, 
sehingga pengusaha akan mengambil kebijakan 
pengurangan tenaga kerja guna mengurangi biaya 
produksi. Hal ini akan berakibat peningkatan 
pengangguran.
Menurut Samuelson (1997), peningkatan upah 
menimbulkan dua efek yang bertentangan atas 
penawaran tenaga kerja. Pertama, efek substitusi 
yang mendorong tiap pekerja untuk bekerja lebih 
lama, karena upah yang diterimanya dari tiap jam 
kerja lebih tinggi. Kedua, efek pendapatan yaitu 
tingginya upah menyebabkan pekerja ingin 
menikmati lebih banyak rekreasi bersamaan dengan 
lebih banyaknya komoditi yang dibeli. Pada suatu 
tingkat upah tertentu, kurva penawaran tenaga kerja 
akan berlekuk kebelakang (  ).
Salvatore (2007) mengatakan teori yang signifikan 
untuk menjelaskan keadaan perekonomian di suatu 
daerah khususnya di Indonesia adalah teori 
kekakuan upah ( ), yaitu gagalnya upah 
melakukan penyesuaian agar penawaran dan 
permintaan tenaga kerja sama. Jika kebijakan upah 
minimum diterapkan di atas tingkat keseimbangan-
nya maka terjadi kekakuan upah, dimana upah tidak 
akan bergerak menuju ke titik keseimbangan 
permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar 
tenaga kerja karena adanya batas oleh upah 
minimum. Sektor usaha akan mengurangi jumlah 
pekerja sehingga timbul pengangguran.
d. Hubungan Inflasi dan Pengangguran 
Tingkat inflasi mempunyai hubungan positif atau 
negatif terhadap jumlah pengangguran. Apabila 
tingkat inflasi yang dihitung adalah inflasi yang 
terjadi pada harga-harga secara umum, maka 
tingginya tingkat inflasi yang terjadi akan berakibat 
pada peningkatan pada tingkat bunga (pinjaman). 
Oleh karena itu, dengan tingkat bunga yang tinggi 
backward bending curve
Wage rigidity
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akan mengurangi investasi untuk mengembangkan 
sektor-sektor yang produktif. Hal ini akan berpe-
ngaruh pada jumlah pengangguran yang tinggi 
karena rendahnya kesempatan kerja sebagai akibat 
dari rendahnya investasi (Sukirno, 2008).
Salvatore (2007) dalam penjelasannya tentang inflasi 
melalui Kurva Philips, menjelaskan hubungan antara 
tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran 
didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan 
cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat 
dengan gambaran bahwa jika dalam suatu pereko-
nomian awalnya tingkat inflasi sebesar 4 persen 
dengan tingkat pengangguran sebesar 7 persen. 
Dengan naiknya permintaan agregat, maka harga 
akan naik pula. Dengan tingginya harga, maka inflasi 
meningkat sebesar 6 persen, sehingga untuk 
memenuhi permintaan tersebut produsen meningkat-
kan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga 
kerja (tenaga kerja merupakan satu-satunya input 
yang dapat meningkatkan ). Akibat dari 
peningkatan penyerapan tenaga kerja maka 
pengangguran menjadi berkurang menjadi sebesar 2 
persen. Hubungan ini juga bisa dilihat dari tingkat 
inflasi yang stabil akan menurunkan tingkat suku 
bunga secara langsung, kemudian akan memicu 
banyaknya permintaan atas kredit usaha dan akan 
banyak industri atau sektor usaha yang bermunculan, 
sehingga jumlah penyerapan tenaga kerja meningkat 
seiring kesempatan kerja yang tinggi.
e. Hubungan Investasi dan Pengangguran
Besarnya investasi yang terjadi di masyarakat akan 
sangat mempengaruhi besarnya kesempatan kerja 
yang tercipta dalam masyarakat tersebut. Investasi 
akan meningkatkan kegiatan produksi sehingga akan 
membuka kesempatan kerja baru. Adanya kesem-
patan kerja baru akan menyebabkan berkurangnya 
jumlah pengangguran, sehingga antara investasi dan 
pengangguran memiliki korelasi negatif. Hal ini 
berarti jika tingkat investasi naik maka tingkat 
pengangguran akan turun, dan begitu sebaliknya 
apabila investasi turun, maka tingkat pengangguran 
akan meningkat. Namun apabila investasi yang 
ditanamkan bersifat padat modal, maka kenaikan 
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METODE PENELITIAN
Model Analisis
Model analisis yang digunakan adalah model regresi 
data panel, menggunakan bentuk persamaan sebagai 
berikut :
PT PDRB  UMK  INF
INV + e
PT  
t, PDRB   
t, UMK   
t, INF  
t, INV  
 
t.   
    
e  error 
term
a. Ordinary Least Square (OLS) :
Y  = o+ X  + X  + X  +….+
X  + u  
b. Fixed Effects Model (FEM) :
Y D D X
X  + u  
c. Random Effects Model (REM) :
Y X X  + u  
restricted F test
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 = α + β + β + β +
β
α β β β β
β β β β
β
 = α  + α  + .....+ α  + β  + ...+
β
 = β  + β  + ...+ β  + ε
.............................................. (1)
Di mana ; adalah tingkat pengangguran terbuka 
per kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur pada 
tahun  adalah Produk Domestik Regional 
Bruto (PDRB) per kabupaten/kota di provinsi Jawa 
Timur pada tahun adalah Upah Minimum 
per kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur pada 
tahun adalah tingkat Inflasi per kabupaten/ 
kota di provinsi Jawa Timur pada tahun 
adalah realisasi nilai investasi per kabupaten/kota di 
provinsi Jawa Timur pada tahun Sedangkan tanda
adalah Konstanta, adalah Koefisien 
regresi variabel bebas, dan tanda adalah 
/koefisien pengganggu.
Penelitian ini menggunakan data sekunder selama 
periode tahun 2007-2011 di 29 kabupaten dan 9 kota 
Provinsi Jawa Timur dan menggunakan populasi 
yang merupakan jumlah keseluruhan dari unit analisis 
yang ciri-cirinya akan diduga. Populasi dalam 
penelitian ini adalah 38 kabupaten/kota di provinsi 
Jawa Timur. Data yang dipergunakan dalam 
penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh 
dari beberapa instansi yang ada kaitannya dengan 
masalah yang diteliti, antara lain ; Badan Pusat 
Statistik (BPS) Jawa Timur, Dinas Tenaga Kerja 
Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa 
Timur, Badan Penanaman Modal (BPM) Jawa Timur, 
dan instansi terkait di kabupaten/kota.
Ada tiga metode estimasi yang umum digunakan 




Pendekatan yang paling sesuai akan ditentukan 
melalui serangkaian uji statistik. Untuk menentukan 
pendekatan yang lebih sesuai antara OLS dengan FE 
maka dapat dilakukan . Dalam hal ini 
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model OLS dapat dianggap sebagai versi restriksi 
dari model FEM. Jika restriksi ini diterima secara 
statistik maka koefisien  perbedaan konstanta 
tidak signifikan. Dengan demikian pendekatan OLS 
akan lebih tepat. Namun jika justru penambahan 
 signifikan secara statistik maka model FE 
memberikan estimator yang lebih sesuai. Pendekatan 
REM bisa dipilih jika asumsi non-korelasi antara 
 dengan salah satu variabel independen bisa 
dipenuhi. Jika tidak, maka pendekatan REM akan 
menghasilkan estimator yang tidak konsisten 
sehingga pendekatan FE akan memberikan hasil 
yang lebih sesuai. Uji antara FEM dengan REM 
dapat dilakukan melalui 
a. Uji 
Uji ini adalah untuk menunjukkan seberapa besar 
variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat 
dengan baik. Nilai berkisar antara 0-1. Suatu 
model apabila mencapai angka 1 maka 
variabel independennya dapat menerangkan variabel 
dependen dengan sempurna. Sebaliknya apabila 
mencapai angka 0 berarti variabel bebas tidak dapat 
atau lemah dalam menjelaskan variabel terikat.
b. Uji F (secara bersama-sama)
Kegunaan uji  untuk menentukan signifikan atau 
tidaknya variabel bebas secara bersama-sama dalam 
mempengaruhi variabel terikat. Jika hasil estimasi 
diperoleh  <  , maka hipotesis nol (H ) 
diterima dan hipotesis alternatif (H ) ditolak. Hal ini 
berarti variasi model regresi tidak berhasil 
menjelaskan variabel bebas. Sebaliknya, jika > 
 maka hipotesis nol (H ) ditolak dan hipotesis 
alternatif (H ) diterima. Artinya variasi dari model 
regresi dapat menjelaskan variasi variabel bebas.
Fungsi uji adalah untuk menentukan signifikansi 
suatu variabel bebas secara individual dalam 
mempengaruhi variabel terikat. Dalam hal ini 
diterapkan hipotesis sebagai berikut:
H  :  = 0
H  :   0
Apabila  <  maka hipotesis nol (H ) diterima 
dan hipotesis alternatif (H ) ditolak artinya model 
yang digunakan kurang baik, dengan kata lain 
variabel bebas tidak dapat menjelaskan variabel 
terikat atau berpengaruh tidak signifikan. Sebaliknya 
jika  >  maka artinya variabel bebas dapat 
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HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Tabel 4. Hasil Estimasi Regresi Data Panel 
dengan Metode FEM
Berdasarkan Tabel 4. dapat dibuat hasil estimasi 
persamaan regresi data panel dari penelitian ini, 
yaitu :
Hasil analisis regresi data panel dalam penelitian ini 
diperoleh nilai koefisien determinasi (R ) yang 
menunjukkan kemampuan semua variabel bebas 
secara bersama-sama mampu untuk menjelaskan 
lebih lanjut variasi dari perubahan variabel terikat. 
Hasil dari pengolahan data diperoleh nilai koefisien 
determinasi (R ) sebesar 0.8636. Hal ini menunjuk-
kan bahwa tingkat pengangguran terbuka sebagai 
variabel terikat dalam model penelitian ini dapat 
dijelaskan sebesar 86,36 % oleh variabel bebas 
dalam model penelitian yaitu PDRB, UMK, inflasi, 
dan investasi sedangkan sisanya sebesar 13,64 % 
dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar model 
pada penelitian.
Pembuktian pengaruh variabel bebas secara 
bersama-sama terhadap variabel terikat dilakukan 
TPT  = 12,85711 – 1,53E-07PDRB + 0,103149INF – 
9,10E-06UMK – 4,19E-14INV.................. (5)
Koefisien Determinasi (R )
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dengan menggunakan uji F. Berdasarkan hasil 
perhitungan uji F diperoleh nilai F  sebesar 21,3976 
dengan nilai probabilitas 0,0000 dan nilai F  sebesar 
1,46 dengan numerator = 37 dan denumerator = 185 
dengan tingkat derajat keyakinan ( =5%). Angka dari 
hasil perhitungan menunjukkan F  > F  dimana 
nilai nilai probabilitas lebih kecil dari derajat 
signifikansi 0,05sehingga Ho ditolak dan H diterima. 
Hal ini berarti secara bersama-sama variabel bebas 
yaitu PDRB, UMK, inflasi, dan investasi berpengaruh 
secara signifikan terhadap tingkat pengangguran 
terbuka di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur   
tahun 2007-2011.
Pembuktian hasil analisis regresi data panel secara 
parsial pada variabel bebas terhadap variabel terikat 
dengan tingkat derajat keyakinan ( =5%) dalam 
penelitian ini melalui koefisien parsial uji t dapat 
dilihat pada Tabel 5 berikut :
Berdasarkan pada uraian perhitungan hasil estimasi 
persamaan model regresi data panel dalam penelitian 
ini, menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi 
(R ) adalah sebesar 0.8636 yang memiliki arti bahwa 
variabel bebas yang terdiri dari PDRB, UMK, inflasi, 
dan investasi dalam penelitian ini mampu menjelas-
kan variabel terikat yaitu tingkat pengangguran 
terbuka sebesar 86,36 %, sedangkan sisanya sebesar 
13,64 % dijelaskan oleh variabel-variabel diluar 
variabel pada model dalam penelitian ini.
Variabel bebas yang terdiri dari PDRB, UMK, inflasi, 
dan investasi secara bersama-sama mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat 
tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota 
Provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011. Sementara 
secara parsial, variabel PDRB dan UMK mempunyai 
pengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat 
dalam penelitian ini, sedangkan variabel inflasi dan 
investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap 
tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota 
Provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011.
a. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka
Berdasarkan hasil estimasi variabel PDRB 
terhadap tingkat pengangguran terbuka dalam 
penelitian ini, PDRB berpengaruh signifikan 
terhadap tingkat pengangguran terbuka. Hal ini 
terlihat dari koefisien variabel PDRB yang 
bertanda negatif sebesar -1,53E-07 dengan nilai 
t-stat sebesar -2,2413 dan diperoleh probabilitas 
signifikansi sebesar 0,0265 yang lebih kecil dari 
derajat signifikansi ( ) yang ditentukan sebesar 
0,05. Hasil ini dapat diartikan bahwa setiap 
kenaikan 1 milyar rupiah pada PDRB maka akan 
menurunkan tingkat pengangguran terbuka 
sebesar 15,3 %.
Signifikansi pengaruh PDRB terhadap tingkat 
pengangguran terbuka di kabupaten/kota 
provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011 disebab-
kan oleh peningkatan PDRB pada masing-
masing kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur 
yang dialokasikan untuk berbagai kegiatan 
ekonomi yang berorientasi pada sektor riil 
sehingga berkontribusi terhadap peningkatan 
penyerapan tenaga kerja dan menurunkan jumlah 
pengangguran, mulai dari sektor pertanian, 
sektor pertambangan dan penggalian, sektor 
industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air 
bersih, sektor konstruksi, sektor perdagangan, 
hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan 
komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan 
jasa perusahaan, hingga sektor jasa-jasa. 
Diantara sektor tersebut, terdapat tiga sektor 
unggulan yang berkontribusi paling dominan 
dalam pembentukan PDRB dan menyerap tenaga 
kerja, yaitu ; sektor perdagangan, hotel dan 
restoran, sektor industri pengolahan, dan sektor 
pertanian.
Pada tahun 2007, peran sektor industri pengolahan 
di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur dalam 
pembentukan masing-masing PDRB, paling 
rendah berada di daerah agraris yang struktur 
ekonomi didominasi oleh sektor pertanian, yaitu ; 
kabupaten Bangkalan, kabupaten Sampang, 
kabupaten Pamekasan, kabupaten Sumenep, 
kabupaten Blitar, kabupaten Pacitan, kabupaten 
Madiun, kabupaten Ponorogo, kabupaten 
Lamongan, kabupaten Trenggalek, kabupaten 
Banyuwangi, kabupaten Ngawi, kota Batu, 
kabupaten Bojonegoro, kabupaten Nganjuk, dan 
kabupaten Magetan. Sedangkan peran paling 
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sektor industri pengolahan, yaitu kabupaten 
Gresik, kabupaten Sidoarjo, kabupaten 
Mojokerto, dan kota Kediri. Kabupaten Gresik 
sangat didukung oleh industri pupuk dan bahan 
kimia, industri barang dari kayu, industri tekstil, 
barang dari kulit dan alas kaki. Kabupaten 
Sidoarjo didukung oleh industri kertas dan barang 
cetakan serta industri makanan, dan minuman. 
Kabupaten Mojokerto didukung oleh industri 
kertas dan barang setakan serta industri makanan, 
minuman, dan tembakau. Sementara untuk kota 
Kediri sangat didukung oleh industri rokok.
Dibandingkan tahun 2007, peran sektor industri 
pengolahan di kabupaten/kota provinsi Jawa 
Timur dalam pembentukan masing-masing 
PDRB mengalami peningkatan pada tahun 2011, 
dimana kabupaten Kediri meningkat dari 22,47 % 
menjadi 23,41 %, kabupaten Malang meningkat 
dari 21,39 % menjadi 22,38 %, kabupaten 
Tulungagung meningkat dari 19,85 % menjadi    
20,01 %, kabupaten Bondowoso dari 18,65 % 
meningkat menjadi 18,78 %, dan kabupaten 
Lamongan meningkat dari 5,28 % menjadi 
5,37%.
Pada tahun 2007, peran sektor perdagangan, hotel, 
dan restoran di kabupaten/kota provinsi Jawa 
Timur dalam pembentukan masing-masing 
PDRB, paling rendah berada di kabupaten 
Pacitan, kabupaten Pamekasan, kabupaten 
Sumenep, kota Kediri, kabupaten Pasuruan, dan 
kabupaten Gresik. Sedangkan peran yang paling 
tinggi berada di kota Surabaya, kota Probolinggo, 
kota Batu, dan kota Madiun. Pada tahun 2011, 
peran sektor perdagangan, hotel, dan restoran di 
kabupaten/kota provinsi Jawa Timur paling tinggi 
tetap berada di kota Surabaya sebesar 41,54 %, 
kota Probolinggo sebesar 41,65 %, kota Batu 
42,93 %, dan kota Madiun mencapai 46,49%. 
Untuk kota Surabaya, kota Probolinggo dan kota 
Madiun sub sektor perdagangan sangat berperan. 
Sedangkan di kota Batu sub sektor hotel 
memberikan peran yang cukup signifikan karena 
merupakan salah satu daerah tujuan wisata di 
provinsi Jawa Timur.
Peran sektor pertanian pada tahun 2007 di 
kabupaten/kota provinsi Jawa Timur dalam 
pembentukan masing-masing PDRB, paling 
rendah berada di kota Surabaya, kota Kediri, kota 
Malang, kota Madiun, kabupaten Sidoarjo, kota 
Mojokerto, kota Pasuruan, dan kota Blitar. 
Sedangkan yang paling tinggi berada di daerah 
agraris yang struktur ekonomi didominasi oleh 
sektor pertanian, yaitu ; kabupaten Pacitan, 
kabupaten Jember, kabupaten Trenggalek, 
kabupaten Sampang, kabupaten Bondowoso, 
kabupaten Banyuwangi, kabupaten Lamongan, 
kabupaten Blitar, kabupaten Pamekasan, dan 
kabupaten Sumenep. Pada tahun 2011 komposisi 
peran sektor pertanian mengalami beberapa 
perubahan, dimana paling tinggi dihasilkan oleh 
kabupaten Sampang, kabupaten Bondowoso, 
kabupaten Banyuwangi, kabupaten Lamongan, 
kabupaten Blitar, kabupaten Pamekasan, dan 
kabupaten Sumenep.
b. Pengaruh Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran 
Terbuka
Berdasarkan hasil estimasi antara inflasi terhadap 
tingkat pengangguran terbuka dalam penelitian 
ini, secara parsial inflasi tidak berpengaruh 
signifikan terhadap tingkat pengangguran 
terbuka. Hal ini terlihat dari koefisien variabel 
inflasi yang bertanda positif sebesar 0,103149 
dengan nilai t-stat sebesar 1,503942 dan 
diperoleh probabilitas signifikansi sebesar 
0,1347 yang lebih besar dari taraf signifikansi ( ) 
yang ditentukan sebesar 0,05. Hasil estimasi ini 
berarti tidak ada pengaruh yang nyata antara 
inflasi dengan tingkat pengangguran terbuka di 
kabupaten/kota provinsi Jawa Timur selama 
tahun 2007 – 2011. Hal ini disebabkan tingkat 
inflasi yang terjadi di kabupaten/kota provinsi 
Jawa Timur tidak disebabkan oleh terjadinya 
peningkatan permintaan agregat (
) yang bermutiflier efek terhadap 
peningkatan kapasitas produksi dan penyerapan 
tenaga kerja sehingga akhirnya mengurangi 
jumlah pengangguran. Namun tingkat inflasi 
yang terjadi lebih disebabkan oleh faktor-faktor 
lain yang tidak berefek kepada penyerapan 
tenaga kerja, yaitu ; adanya kenaikan harga 
Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berdampak 
kepada kenaikan harga-harga barang dan jasa, 
krisis ekonomi global yang mempengaruhi 
perekonomian secara negatif sehingga menaik-
kan tingkat inflasi, kenaikan Tarif Dasar Listrik 
(TDL) yang berefek kepada meningkatnya biaya 
produksi sehingga disikapi oleh produsen dengan 
menaikkan harga-harga barang, perubahan nilai 
kurs asing, kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) yang disikapi oleh para produsen dengan 
menaikkan harga barang dan jasa, dan anomali 
iklim serta bencana alam yang berdampak 
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c. Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota 
Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka
Berdasarkan variabel UMK yang digunakan 
diketahui bahwa UMK berpengaruh signifikan 
terhadap tingkat pengangguran terbuka di 
kabupaten/kota provinsi Jawa Timur selama tahun 
2007 – 2011. Hal ini terlihat dari koefisien variabel 
UMK yang bertanda negatif sebesar -9,10E-06 
dengan nilai t-stat sebesar -8,218668 dan 
diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0000 yang 
lebih kecil dari derajat signifikansi ( ) yang 
ditentukan sebesar 0,05. Hasil estimasi ini berarti 
setiap kenaikan 1 ratus ribu rupiah pada UMK 
maka akan menurunkan tingkat pengangguran 
terbuka sebesar 0,91 %.
Signifikansi tersebut disebabkan kenaikan UMK 
yang terjadi di masing-masing kabupaten/kota 
provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011 masih 
berada dibawah titik keseimbangan permintaan 
dan penawaran tenaga kerja di pasar tenaga kerja, 
sehingga tidak terjadi kekakuan upah. Kenaikan 
UMK tersebut lebih mendorong tenaga kerja 
untuk mendapatkan pekerjaan dan begitu juga 
bagi sektor usaha, kenaikan UMK tidak disikapi 
oleh manajemen perusahaan untuk mengurangi 
jumlah pekerja tetapi dijadikan sebagai strategi 
penting dalam meningkatkan kinerja pekerja 
secara nyata, mendorong terpeliharanya kelang-
sungan hidup satuan kerja, terwujudnya visi dan 
misi dan untuk pencapaian sasaran kerja melalui 
produktivitas yang tinggi yang pada akhirnya 
akan mengurangi tingkat pengangguran yang ada.
Jika suatu perusahaan sangat dibebani oleh 
besaran UMK yang telah ditetapkan dan belum 
dapat menyesuaikan kenaikan UMK karena 
meningkatnya biaya produksi, maka perusahaan 
tersebut dapat mengajukan permohonan penang-
guhan pembayaran kenaikan UMK yang telah 
ditetapkan dengan menunjukkan bukti kesulitan 
dalam keuangan. Demikian juga dengan 
kenaikan UMK yang berdampak kepada 
meningkatnya biaya produksi, tidak dapat 
disikapi oleh perusahaan dengan melakukan 
kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), 
karena terikat dengan UU No. 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaaan.
d. Pengaruh Investasi Terhadap Tingkat Pengang-
guran Terbuka
Dalam hasil estimasi penelitian ini, secara parsial 
variabel investasi mempunyai hubungan yang 
negatif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap 
tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota 
provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011. Tidak 
adanya pengaruh signifikan tersebut disebabkan 
kesenjangan yang relatif besar realisasi investasi di 
kabupaten/kota provinsi Jawa Timur sehingga 
peningkatan penyerapan tenaga kerja yang tinggi 
hanya terjadi pada beberapa kabupaten/kota, 
sedangkan kabupaten/kota lainnya realisasi 
investasi relatif masih kecil sehingga penyerapan 
tenaga kerja juga rendah.
Berdasarkan data Badan Penanaman Modal 
(BPM) provinsi Jawa Timur, realisasi PMDN di 
kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur pada tahun 
2009 hanya terdapat pada beberapa kabupaten/ 
kota, antara lain ; kabupaten Pasuruan nilai 
investasi sebesar Rp. 0,59 trilyun dengan 9 proyek 
dan menyerap tenaga kerja sebesar 2.696 orang, 
kabupaten Gresik sebesar Rp. 0,64 trilyun dengan 
6 proyek dan menyerap tenaga kerja sebesar 2.436 
orang, kota Surabaya sebesar Rp. 0,22 trilyun 
dengan 10 proyek dan menyerap tenaga kerja 
3.031 orang, kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 0,99 
trilyun dengan 13 proyek dan tenaga kerja yang 
diserap 6.755 orang, kabupaten Mojokerto sebesar 
Rp. 0,15 trilyun dengan 3 proyek dan menyerap 
290 orang tenaga kerja, kabupaten Malang sebesar 
Rp. 1,63 trilyun dengan 3 proyek dan menyerap 
tenaga kerja 2.591 orang, dan kota Kediri sebesar 
0,09 trilyun dengan 1 proyek dan tenaga kerja 
yang terserap sebesar 120 orang.
Begitu juga pada tahun 2010, di kabupaten 
Pasuruan sebesar Rp. 2,66 trilyun dengan 20 
proyek dan menyerap tenaga kerja sebesar 4.483 
orang, kabupaten Tuban sebesar Rp. 1,39 trilyun 
dengan 8 proyek dan menyerap tenaga kerja 
sebanyak 2.747 orang, kabupaten Gresik sebesar 
Rp. 0,68 trilyun dengan 15 proyek dan tenaga 
kerja yang terserap 1.910 orang, kota Surabaya 
sebesar Rp. 0,79 trilyun dengan 23 proyek dan 
menyerap 3.150 orang tenaga kerja, kabupaten 
Sidoarjo sebesar Rp. 0,74 trilyun dengan 38 
proyek dan menyerap tenaga kerja 7.810 orang, 
kabupaten Mojokerto sebesar Rp. 0,84 trilyun 
dengan 7 proyek dan menyerap tenaga kerja 990 
orang, kabupaten Malang sebesar Rp. 2 trilyun 
dengan 8 proyek dan menyerap tenaga kerja 
sebesar 595 orang, kabupaten Bojonegoro sebesar 
Rp. 0,47 trilyun dengan 2 proyek dan menyerap 
tenaga kerja 117 orang, kabupaten Jember sebesar 
Rp. 0,01 trilyun dengan 2 proyek dan menyerap 
tenaga kerja hanya sebesar 12 orang.
Sementara pada tahun 2011, realisasi PMDN 
terdapat di kabupaten Pasuruan sebesar Rp. 1,34 
α
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trilyun dengan 26 proyek dan menyerap tenaga 
kerja sebesar 4.990 orang, kabupaten Kediri 
sebesar Rp. 0,25 trilyun dengan 5 proyek dan 
menyerap tenaga kerja sebanyak 1.095 orang, 
kabupaten Tuban sebesar Rp. 3,60 trilyun dengan 
11 proyek dan menyerap tenaga kerja sebanyak 
10.325 orang, kabupaten Gresik sebesar Rp. 3,07 
trilyun dengan 31 proyek dan tenaga kerja yang 
terserap 6.910 orang, kota Surabaya sebesar     
Rp. 2,14 trilyun dengan 42 proyek dan menyerap 
8.671 orang tenaga kerja, kabupaten Sidoarjo 
sebesar Rp. 7,16 trilyun dengan 43 proyek dan 
menyerap tenaga kerja 10.827 orang, kabupaten 
Mojokerto sebesar Rp. 0,26 trilyun dengan        
10 proyek dan menyerap tenaga kerja 1.269 
orang, kabupaten Banyuwangi sebesar Rp. 0,06 
trilyun dengan 2 proyek dan menyerap tenaga 
kerja sebesar 400 orang, kabupaten Malang 
sebesar Rp. 1,73 trilyun dengan 8 proyek dan 
menyerap tenaga kerja 4.988 orang, kabupaten 
Nganjuk sebesar Rp. 0,67 trilyun dengan 1 proyek 
dan menyerap tenaga kerja 142 orang, dan 
kabupaten Probolinggo sebesar Rp. 0,03 trilyun 
dengan 2 proyek dan menyerap tenaga kerja 
hanya 150 orang.
Ketidakmerataan investasi dan penyerapan tenaga 
kerja juga terlihat pada realisasi PMA di 
kabupaten/kota provinsi Jawa Timur. Pada tahun 
2009 di kabupaten Gresik sebesar Rp. 0,23 trilyun 
dengan 11 proyek dan menyerap tenaga kerja 
sebesar 829 orang, kota Surabaya sebesar Rp. 0,38 
trilyun dengan 15 proyek dan menyerap tenaga 
kerja sebanyak 1.684 orang, kabupaten Pasuruan 
sebesar Rp. 1,69 trilyun dengan 17 proyek dan 
menyerap tenaga kerja sebanyak 1.969 orang, 
kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 0,64 trilyun 
dengan 12 proyek dan tenaga kerja yang terserap 
2.115 orang, kabupaten Mojokerto sebesar       
Rp. 0,38 trilyun dengan 4 proyek dan menyerap 
1.355 orang tenaga kerja, kabupaten Jombang 
sebesar Rp. 0,08 trilyun dengan 2 proyek dan 
menyerap tenaga kerja 3.322 orang, kabupaten 
Malang sebesar Rp. 0,10 trilyun dengan 2 proyek 
dan menyerap tenaga kerja 132 orang, kabupaten 
Lamongan sebesar Rp. 0,22 trilyun dengan          
1 proyek dan menyerap tenaga kerja sebesar       
90 orang, kabupaten Kediri sebesar Rp. 0,01 
trilyun dengan 1 proyek dan menyerap tenaga 
kerja 146 orang, kabupaten Madiun sebesar      
Rp. 0,10 trilyun dengan 4 proyek dan hanya dapat 
menyerap tenaga kerja 614 orang.
Sementara pada tahun 2010 realisasi PMA hanya 
terdapat di kabupaten Gresik sebesar Rp. 4,16 
trilyun dengan 16 proyek dan menyerap tenaga 
kerja sebesar 1.650 orang, kabupaten Tuban 
sebesar Rp. 0,48 trilyun dengan 3 proyek dan 
menyerap tenaga kerja sebanyak 64 orang, kota 
Surabaya sebesar Rp. 0,37 trilyun dengan 31 
proyek dan menyerap tenaga kerja sebanyak 
1.747 orang, kabupaten Probolinggo sebesar    
Rp. 5,63 trilyun dengan 2 proyek dan menyerap 
tenaga kerja sebanyak 88 orang, kabupaten 
Pasuruan sebesar Rp. 2,03 trilyun dengan           
15 proyek dan tenaga kerja yang terserap 2.052 
orang, kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 0,41 
trilyun dengan 11 proyek dan menyerap 891 orang 
tenaga kerja, kabupaten Mojokerto sebesar       
Rp. 0,11 trilyun dengan 12 proyek dan menyerap 
tenaga kerja 1.555 orang, kabupaten Banyuwangi 
sebesar Rp. 0,02 trilyun dengan 1 proyek dan 
menyerap tenaga kerja 60 orang, kabupaten 
Bondowoso sebesar Rp. 0,01 trilyun dengan        
1 proyek dan menyerap tenaga kerja sebesar       
25 orang, kabupaten Pamekasan sebesar Rp. 0,04 
trilyun dengan 1 proyek dan hanya mampu 
menyerap tenaga kerja sebanyak 12 orang.
Sedangkan pada tahun 2011, realisasi PMA hanya 
terdapat di kabupaten Gresik sebesar Rp. 0,55 
trilyun dengan 20 proyek dan menyerap tenaga 
kerja sebesar 1.866 orang, kabupaten Tuban 
sebesar Rp. 0,07 trilyun dengan 2 proyek dan 
menyerap tenaga kerja sebanyak 195 orang, kota 
Surabaya sebesar Rp. 1,90 trilyun dengan 48 
proyek dan menyerap tenaga kerja sebanyak 
5.908 orang, kabupaten Probolinggo sebesar   
Rp. 7,60 trilyun dengan 3 proyek dan menyerap 
tenaga kerja sebanyak 96 orang, kabupaten 
Pasuruan sebesar Rp. 2,32 trilyun dengan 26 
proyek dan tenaga kerja yang terserap 6.747 
orang, kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 0,65 
trilyun dengan 20 proyek dan menyerap 1.566 
orang tenaga kerja, kabupaten Mojokerto sebesar 
Rp. 0,84 trilyun dengan 28 proyek dan menyerap 
tenaga kerja 8.035 orang, kabupaten Banyuwangi 
sebesar Rp. 0,03 trilyun dengan 1 proyek dan 
menyerap tenaga kerja 25 orang, kabupaten 
Jombang  sebesar Rp. 0,02 trilyun dengan 6 
proyek dan menyerap tenaga kerja sebesar 2.429 
orang, kabupaten Malang sebesar Rp. 0,20 trilyun 
dengan 6 proyek dan menyerap tenaga kerja 
sebanyak 279 orang, kabupaten Lamongan 
sebesar Rp. 0,19 trilyun dengan 1 proyek dan 
tenaga kerja yang terserap 522 orang, kabupaten 
Nganjuk sebesar Rp. 0,09 trilyun dengan 1 
proyek dan menyerap 150 orang tenaga kerja, 
kabupaten Bondowoso sebesar Rp. 0,01 trilyun 
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dengan 2 proyek dan hanya mampu menyerap 
tenaga kerja sebanyak 40 orang.
Meskipun penyerapan tenaga kerja tinggi terjadi 
pada beberapa kabupaten/kota sebagai daerah 
realisasi investasi, tetapi tingkat pengangguran di 
daerah tersebut juga relatif tinggi dibandingkan 
daerah lainnya di provinsi Jawa Timur. Hal ini 
disebabkan oleh peningkatan jumlah angkatan 
kerja lebih tinggi dibanding dengan penyerapan 
tenaga kerja, rendahnya tingkat pendidikan dan 
keterampilan tenaga kerja, tingginya urbanisasi 
pencari kerja, dan masih kurangnya investasi di 
sektor riil.
Disamping hal tersebut, masih tingginya tingkat 
pengangguran terbuka di kabupaten/kota provinsi 
Jawa Timur juga disebabkan oleh tidak adanya 
pemetaan potensi pekerja di masing-masing 
daerah. Untuk mempermudah pencari kerja, 
seluruh kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur 
harus memetakan potensi tenaga kerja sesuai 
dengan kemampuan dan keahliannya, sehingga 
dengan adanya informasi pemetaan tersebut dapat 
membantu dalam upaya mendatangkan investor 
yang sesuai dengan potensi lapangan, dan 
ketidakcocokan perusahaan dengan tenaga kerja 





1. Variabel PDRB mempunyai hubungan negatif 
dan berpengaruh signifikan terhadap tingkat 
pengangguran terbuka di kabupaten/kota di 
Provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011, artinya 
setiap peningkatan PDRB akan menurunkan 
tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota 
di Provinsi Jawa Timur. Signifikansi ini 
disebabkan alokasi pembentukan nilai PDRB dari 
berbagai sektor ekonomi yang memberikan 
kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja 
sehingga mengurangi tingkat pengangguran.
2. Variabel UMK mempunyai hubungan negatif dan 
berpengaruh signifikan terhadap tingkat 
pengangguran terbuka di kabupaten/kota di 
Provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011, artinya 
setiap peningkatan UMK akan menurunkan 
tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota di 
Provinsi Jawa Timur. Signifikansi ini disebabkan 
selama tahun 2007-2011 tingkat pengangguran 
terbuka di kabupaten/kota propinsi Jawa Timur 
lebih disebabkan oleh banyaknya angkatan kerja 
yang tidak bekerja karena memilih pekerjaan 
dengan upah tinggi atau lebih menginginkan 
bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja 
Indonesia (TKI) dengan upah yang reatif lebih 
besar.
3. Variabel Inflasi mempunyai hubungan positif 
dan tidak berpengaruh signifikan terhadap 
tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota 
di Provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011, artinya 
tidak ada pengaruh yang nyata antara inflasi 
dengan tingkat pengangguran terbuka di 
kabupaten/kota propinsi Jawa Timur selama 
tahun 2007 – 2011. Hal ini disebabkan inflasi 
yang terjadi di kabupaten/kota propinsi Jawa 
Timur selama tahun 2007 – 2011 lebih 
disebabkan oleh faktor lain yang tidak 
berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja 
dan pengurangan pengangguran.
4. Variabel Investasi mempunyai hubungan negatif 
dan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat 
pengangguran terbuka di kabupaten/kota di 
Provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011, artinya 
realisasi investasi di kabupaten/kota di Provinsi 
Jawa Timur selama tahun 2007-2011 tidak 
berkontribusi dalam penurunan tingkat pengang-
guran terbuka. Hal ini disebabkan karena realisasi 
investasi setiap tahunnya hanya pada beberapa 
kabupaten/kota, seperti ; kota Surabaya, 
kabupaten Sidoarjo, kabupaten Gresik, kabupaten 
Mojokerto, kabupaten Pasuruan, dan kabupaten 
Banyuwangi.
1. Pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan 
PDRB memberikan pengaruh yang signifikan 
terhadap penurunan tingkat pengangguran 
terbuka. Untuk itu, dalam strategi pembangunan 
ekonomi di masing-masing kabupaten/kota 
provinsi Jawa Timur perlu ditekankan pendekatan 
ekonomi sektoral, khususnya sektor yang mampu 
menyerap tenaga kerja lebih banyak, seperti ; 
peningkatan sektor Pertanian, Industri Pengola-
han, dan Perdagangan, Hotel dan Restoran.
2. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 
memiliki hubungan negatif dan berpengaruh 
signifikan terhadap tingkat pengangguran 
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terbuka di kabupaten/kota propinsi Jawa Timur 
selama tahun 2007 – 2011. Untuk itu, pemerintah 
melalui Dewan Pengupahan kabupaten/kota, 
serikat pekerja, dan pengusaha perlu bersama-
sama untuk mencapai kesepakatan dalam 
menentukan besaran upah, sehingga keinginan 
angkatan kerja untuk bekerja semakin tinggi dan 
pengusaha masih memperoleh keuntungan yang 
layak dengan UMK yang ditetapkan.
3. Untuk lebih meningkatkan penyerapan tenaga 
kerja, pemerintah kabupaten/kota dan swasta 
daerah perlu tindakan pro aktif, konduktif dan 
konstruktif untuk mendorong peningkatan 
investasi di daerah yang mengarah kepada padat 
karya atau sektor riil, sehingga dapat 
mengurangi masalah pengangguran di 
masing-masing daerah.
4. Langkah kebijakan yang perlu juga dilakukan 
untuk mengatasi masalah pengangguran di 
kabupaten/kota provinsi Jawa Timur, dengan 
cara ; peningkatan kualitas SDM melalui 
pendidikan dan latihan kerja sehingga tercipta 
tenaga kerja yang berkualitas, perluasan 
kesempatan kerja di dalam negeri dan ke luar 
negeri, dan Pemetaan potensi tenaga kerja di 
seluruh kabupaten/kota propinsi Jawa Timur 
harus sesuai dengan kemampuan dan 
keahliannya.
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